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TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Instansi Pemerintah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PKK-BLU) menggunakan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong pada
Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah
yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan
Peraturan Menteri Perhubungan.

www.peraturan.go.id



2015, No.402 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
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10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi
Kepelautan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN ILMU PELAYARAN ( BP2IP ) BAROMBONG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)
Barombong merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat pada Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, serta standar penilaian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh
pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran
Barombong yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara
berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu
Pelayaran Barombong.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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